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approach. Sources of information used come from primary data, namely interviews
and direct observation, as well as secondary data such as working papers, financial
reports, and relevant documents. The research findings reveal discrepancies in the
calculation of payable income tax due to calculation errors that did not include
several components of income and other expenses in the calculation of gross circula-
tion. The difference in total purchases on the Corporate Income Tax Annual Return
(SPT Tahunan PPh Badan) with the total acquisitions on the VAT Periodic Re-
turn (SPT Masa PPN) occurs because the Corporate Income Tax Annual Return
includes purchase components from non-taxable suppliers (non-PKP). Additional-
ly, the discrepancy in the value related to services on the Corporate Income Tax An-
nual Return and the Periodic Income Tax Return 23/26 (SPT Masa PPh 23/26) is
caused by the taxable expenses under Article 21 income tax on the Corporate Income
Tax Annual Return and the reporting of expenses in the May 2020 Periodic Income
Tax Return 23, which was deducted not in the month the services were completed.
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Abstrak: Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penyelesaian
tanggapan atas SP2DK yang diterima oleh PT JKL. Metode penelitian yang
diterapkan adalah teknik kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber
Informasi yang dipakai berasal dari data primer yaitu, wawancara dan
INDEKS observasi langsung, serta data sekunder seperti kertas kerja laporan
Google Scholar keuangan dan dokumen relevan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa
terdapat selisih perhitungan PPh terutang karena kesalahan hitung dengan
tidak memasukkan beberapa komponen pendapatan dan biaya lain-lain ke
dalam perhitungan peredaran bruto. Selisih total pembelian pada SPT
Tahunan PPh Badan dengan total perolehan yang ada pada SPT Masa PPN
terjadi karena pada SPT Tahunan PPh Badan terdapat komponen pembelian
dari supplier non-PKP. Selain itu, selisih nilai sehubungan dengan jasa pada
SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPh 23/26 disebabkan oleh biaya
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PENDAHULUAN

Dalam mendukung pembangunan na-
sional dan stabilitas ekonomi di Indonesia,
pajak memainkan peran yang sangat penting.
Pajak bukan hanya sumber pendapatan pe-
merintah, tetapi juga merupakan instrumen
krusial dalam upaya peningkatan kesejahte-
raan sosial. Dasar hukum terbaru mengenai
sistem perpajakan di Indonesia saat ini ada-
lah Undang-Undang tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan yang tercantum dalam
UU/07/2021. Reformasi ini sebagai langkah
pemerintah Indonesia untuk menambah
kepatuhan pajak, memperluas sumber pajak,
serta mewujudkan sistem perpajakan yang
lebih adil serta efisien.

Wajib Pajak di Indonesia terdiri dari or-
ang pribadi, entitas, dan organisasi lain yang
memenuhi syarat tertentu untuk dikenakan
pajak. Sistem pengumpulan pajak yang saat
ini digunakan oleh Negara Indonesia adalah
self assessment system. Sistem ini merupakan
sebuah sistem perpajakan di mana Wajib Pa-
jak diharuskan untuk melakukan perhitung-
an, pembayaran, dan pelaporan kewajiban
perpajakannya secara mandiri dengan tepat
dan akurat (Sayekti & Sarjono, 2022). Dengan
demikian, pemerintah memberikan tanggung
jawab yang lebih besar kepada setiap Wajib
Pajak dalam menetapkan besaran kewajiban
pajak yang harus dibayarkan, berdasarkan
dari penghasilan atau transaksi yang mereka
lakukan. Selain itu, sistem ini membantu pro-
ses perpajakan yang lebih cepat dan fleksibel,
karena Wajib Pajak dapat menyetorkan dan
menyampaikan pajak mereka secara mandiri.

Namun, self assessment system juga me-
nimbulkan tantangan tersendiri, yaitu risiko
ketidakpatuhan, kesalahan, dan penyim-
pangan lain baik yang disengaja maupun ti-
dak disengaja. Penerapan metode self assess-
ment system tidak menghilangkan potensi ter-
jadinya kekeliruan atau penyimpangan da-
lam pelaporan pajak. Jika terdapat ketidak-
konsistenan dalam pelaporan, DJP akan me-
respons dengan tegas melalui pengiriman
SP2DK yang bertujuan mendorong Wajib Pa-
jak dalam menyerahkan balasan dan klarifi-
kasi terkait pelaporan pajaknya (Sukmawati
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& Winata, 2019).

Strategi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
dalam upaya penegakan dan pengawasan ke-
tat terhadap Wajib Pajak salah satunya deng-
an penerbitan SP2DK. SP2DK atau Surat Per-
mintaan Penjelasan atas Data dan/atau Kete-
rangan merupakan dokumen yang diperoleh
Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) sebagai tanda adanya perbedaan data
atau informasi pajak yang telah dilapor (Ri-
vani & Cheisviyanny, 2023). Tujuan pembe-
rian SP2DK kepada Wajib Pajak adalah untuk
meminta tanggapan dan penjelasan terkait
beberapa data dan/atau informasi yang dini-
lai masih terdapat ketidaksesuaian atau per-
bedaan dalam dokumen Surat Pemberitahu-
an Terutang (SPT) baik yang bersifat Masa
maupun Tahunan. Ketika terdapat kesalahan
atau perbedaan data yang terdeteksi, maka
pihak Kantor Pemungutan Pajak (KPP) akan
meminta penjelasan dan keterangan lebih
lanjut dari Wajib Pajak untuk memastikan ke-
benaran dan keakuratan data yang dilapor-
kan.

Fenomena yang berkaitan dengan pen-
tingnya menanggapi SP2DK yang diterima
Wajib Pajak dapat dilihat dari penelitian yang
dilakukan oleh Sukmawati & Winata (2019).
Penelitian ini membahas tentang SP2DK
yang diterima PT A dengan hasil penelitian
bahwa ditemukan perbedaan antara SP2DK
dan laporan keuangan internal karena keti-
dakteraturan administrasi, sehingga PT A pa-
da akhirnya harus bersedia membayar sanksi
denda dan sanksi bunga. Penelitian yang sa-
ma terkait penerbitan SP2DK juga dilakukan
oleh Sayekti & Sarjono (2022) yang menjel-
askan terkait ekualisasi yang dilakukan oleh
CV ABADI sebagai tanggapan atas terbitnya
SP2DK untuk menganalisis adanya perbeda-
an pendapatan yang dilaporkan di SPT Masa
PPN beserta biaya-biaya yang seharusnya di-
kenakan Pajak penghasilan Psl. 23 dan 4 ayat
(2) dengan total pendapatan yang tercantum
dalam SPT Tahunan PPh Badan.

Dari penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya mengenai penerbitan SP2DK ke-
pada Wajib Pajak, hal ini juga melatar bela-
kangi penelitian kepada PT JKL yang meru-



pakan entitas penerima SP2DK atas aspek
perpajakannya. PT JKL, sebagai salah satu
Wajib Pajak badan yang beroperasi di Indo-
nesia tidak terlepas dari kewajiban perpajak-
an yang kompleks. PT JKL adalah badan usa-
ha yang beroperasi dalam bidang jasa kon-
traktor dan supplier. Perusahaan ini harus
memastikan bahwa semua transaksi, baik
pembelian barang, penggunaan jasa, maupun
perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), dila-
porkan secara akurat dan bebas dari penyim-
pangan. Namun, pada tahun 2023 PT JKL te-
lah menerima SP2DK terkait berbagai aspek
pelaporan pajaknya pada tahun pajak 2020.
Adapun isi dari SP2DK yang diterima PT JKL
pada 15 Maret 2023 terkait: Selisih PPh ter-
utang fasilitas 31E; Perbedaan antara total
pembelian pada Surat Pemberitahuan Tahun-
an PPh Badan dengan total perolehan pada
Surat Pemberitahuan Masa PPN; Perbedaan
nilai biaya sehubungan dengan jasa pada Su-
rat PemberitahuanTahunan PPh Badan deng-
an Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23/
26.

Berdasarkan kondisi ini, penulis terta-
rik untuk meneliti pemecahan masalah yang
dilakukan PT JKL dalam menanggapi SP2DK
yang telah diterima. Adapun tujuan utama
penelitian ini adalah untuk menunjukkan
pentingnya kepatuhan terhadap regulasi per-
pajakan khususnya PT JKL dan Wajib Pajak
lain yang menerima SP2DK. Oleh karena itu,
menanggapi SP2DK dengan tepat dan sesuai
merupakan hal yang krusial, karena adanya
ketidaksesuaian data dalam pelaporan pajak
dapat menimbulkan pertanyaan dari DJP dan
berpotensi mengarah pada pemeriksaan pa-
jak yang lebih mendalam serta sanksi admi-
nistratif.

TINJAUAN PUSTAKA
Self Assessment System

Sistem Penilaian Mandiri (Self Assess-
ment System) merupakan suatu mekanisme
yang memberikan tanggung jawab dan otori-
tas bagi Wajib Pajak untuk melakukan regis-
trasi, perhitungan, pembayaran, dan pelapo-
ran total pajak terutangnya secara indepen-
den (Panjaitan & Sudjiman, 2021). Ciri-ciri
dari metode ini menurut Hanifah & Ridha-
wati (2023) diantaranya: Kewenangan untuk
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menentukan jumlah pajak terutang berada di
tangan Wajib Pajak yang bersangkutan; Indi-
vidu atau entitas Wajib Pajak yang melaku-
kan tindakan, mulai dari perhitungan dan
pembayaran hingga pelaporan pajak yang
harus dibayar; Aparat pajak tidak berperan
langsung, tetapi memberikan pengawasan
yang ketat. Karena sistem ini mengandalkan
kepatuhan sukarela Wajib Pajak, terdapat ke-
khawatiran bahwa sistem yang sedang dite-
rapkan ini memberikan kesempatan untuk
Wajib Pajak dalam bertindak menipu dan
memanipulasi kalkulasi dan penentuan jum-
lah pajak, serta menghindari pembayaran pa-
jak yang seharusnya dibayarkan (Aryanti,
2020). Namun, penerapan sistem pembayar-
an pajak yang menerapkan self assessment sys-
tem bisa berjalan efektif apabila Wajib Pajak
mempunyai pemahaman yang komprehensif
terkait perpajakan, kesadaran moral yang
tinggi, menunjukkan kedisiplinan yang kuat
terhadap kewajiban pajak, serta memiliki ke-
percayaan yang tinggi terhadap negara (Putri
et al., 2022).

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/
atau Keterangan (SP2DK)

SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan
atas Data dan/atau Keterangan) merupakan
dokumen yang diterima Wajib Pajak dari
KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sebagai tanda
adanya perbedaan data atau informasi pajak
yang telah dilapor. Perbedaan tersebut kare-
na ketidakakuratan perhitungan atau pela-
poran yang belum sesuai dengan ketentuan
yang berlaku (Anandita et al., 2023). Wardana
(2019) Mengungkapkan bahwa Melalui pe-
nerbitan (SP2DK), Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) memberikan konfirmasi kepada Wajib
Pajak mengenai perbedaan dalam pelaporan
kewajiban perpajakannya menurut data atau
informasi milik DJP yang berasal dari data
internal maupun eksternal.

Tujuan utama SP2DK adalah untuk me-
mastikan bahwa Wajib Pajak memahami ser-
ta patuh dengan regulasi perpajakan, serta
menghitung secara benar dan akurat pengha-
silan pajak yang harus dilaporkan. Selain itu,
penerbitan SP2DK juga bertujuan untuk
meminimalisir kesenjangan informasi antara
Wajib Pajak dan penyelenggara pajak untuk



menjaga transparansi dan kepatuhan perpa-
jakan. Dalam konteks yang lebih luas, peng-
gunaan SP2DK mencerminkan upaya DJP da-
lam meningkatkan efisiensi sistem perpajak-
an Indonesia melalui pengawasan yang ketat
dan penegakan peraturan yang konsisten.
SP2DK tidak hanya sekedar alat adminis-
tratif, namun juga merupakan strategi untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat ter-
hadap keadilan dan kepatuhan terhadap pe-
raturan perpajakan nasional.

Pajak Penghasilan (PPh)

Jenis pajak yang paling umum dan
esensial adalah Pajak Penghasilan. Objek pa-
jak penghasilan mencakup segala peningkat-
an ekonomi yang diperoleh atau didapatkan
Wajib Pajak di dalam dan luar wilayah Indo-
nesia, dengan fungsi utama sebagai konsum-
si atau penambahan harta Wajib Pajak (Ha-
nifah & Ridhawati, 2023). Pajak Penghasilan
dipotong oleh individu atau entitas hukum,
termasuk bentuk usaha tetap yang berkewa-
jiban untuk memotong sebagian dari pengha-
silan yang diterima oleh individu atas kegiat-
an-kegiatan yang mereka lakukan baik dari
pekerjaan maupun jasa.

Perusahaan atau pihak pemberi kerja
bertanggung jawab atas pemotongan, pemu-
ngutan dan penyetoran pajak penghasilan
karyawannya. Pajak yang dipotong setiap
bulan adalah pendapatan bruto yang telah di-
kurangkan dengan biaya-biaya seperti jabat-
an, kontribusi pensiun, dan pendapatan be-
bas pajak, yang nilainya didasarkan pada
kondisi Wajib Pajak pada awal masa pajak
(Manrejo & Ariandyen, 2022). Sistem penghi-
tungan dan pembayaran PPh dirancang sede-
mikian rupa untuk memastikan bahwa setiap
Wajib Pajak melaporkan kewajiban pajaknya
sesuai kemampuan ekonomisnya.

Ekualisasi

Ekualisasi adalah salah satu alat admi-
nistrasi perpajakan yang paling penting un-
tuk memastikan kepatuhan dan keadilan da-
lam pelaporan pajak. Menurut Putri et al
(2022) proses ekualisasi pajak merupakan
upaya untuk menyelaraskan informasi fiskal
dan data perpajakan dari laporan tahunan
Wajib Pajak dengan SPT dan jenis informasi
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perpajakan lain yang tercantum pada doku-
men SPT. Pentingnya ekualisasi terletak pada
kemampuannya untuk meningkatkan akura-
si dan keandalan data perpajakan. Dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan sis-
tem basis data yang canggih, otoritas pajak
dapat membandingkan berbagai sumber data
seperti laporan keuangan, surat pemberita-
huan (SPT), dan data pihak ketiga, untuk me-
mastikan bahwa semua penghasilan telah di-
laporkan dan pajak telah dibayar menurut
peraturan yang berlaku.

Ekualisasi juga membantu dalam me-
ngurangi risiko kebocoran pajak dan me-
ningkatkan pendapatan pajak pemerintah.
Ekualisasi merupakan tindakan preventif
bagi Wajib Pajak untuk mempersiapkan diri
menghadapi pemeriksaan oleh fiskus (Prata-
ma & Sutomo, 2018). Misalnya, PT JKL mene-
mukan adanya perbedaan antara pelaporan
total pembelian yang tercantum dalam SPT
Tahunan dan SPT Masa PPN. Sehingga, PT
JKL harus melakukan ekualisasi pembelian
untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang
menyebabkan perbedaan tersebut. Dengan
cara ini, jika fiskus melakukan pemeriksaan
dan menemukan perbedaan tersebut, PT JKL
dapat memberikan penjelasan detail menge-
nai permasalahan yang dihadapi.

Biaya sehubungan dengan Jasa

PPh Pasal 23 merupakan jenis pajak
yang dikenakan atas pendapatan yang diper-
oleh maupun diterima oleh Wajib Pajak yang
berada di dalam negeri dan memiliki bentuk
usaha tetap dalam berbagai bentuk yang di-
dapat dari modal, jasa, atau aktivitas tertentu
yang belum tercakup dalam PPh pasal 21.
Penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 men-
cakup royalti, dividen, bonus dan hadiah,
pendapatan sewa, penghasilan dari penggu-
naan real estat, dan imbalan atas jasa-jasa
tertentu (Akerina dalam (Jannati & Wibowo,
2021)). Salah satu komponen utama dalam
PPh Pasal 23 yaitu pendapatan yang berkait-
an dengan pemberian layanan. Imbalan atas
jasa ini mencakup berbagai sektor dan bentuk
jasa, seperti jasa konsultasi, teknik, manaje-
men, konstruksi, dan jasa profesional lainnya.

Dalam praktiknya, pihak yang memba-
yar imbalan jasa harus memotong PPh Pasal



23 berdasarkan total pembayaran yang dite-
rima oleh penyedia jasa. Pemotongan ini ber-
tujuan untuk memastikan bahwa pajak atas
penghasilan dari jasa tersebut disetorkan ke-
pada negara secara tepat waktu dan akurat.
Tarif pemotongan PPh Pasal 23 bervariasi
tergantung pada jenis jasa yang diberikan,
biasanya berkisar antara 2% hingga 15%. Se-
telah dilakukan pemotongan, pajak tersebut
harus diserahkan ke Perbendaharaan Negara
oleh pihak yang melakukan pemotongan dan
dilaporkan oleh Wajib Pajak yang mempero-
leh pendapatan dalam SPT Masa Ph Pasal 23.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan pen-
dekatan studi kasus observasi dalam metode
penelitian kualitatif. Pendekatan studi kasus
observasi digunakan dalam menelaah atau
menganalisis objek fisik, proses, atau aktivi-
tas yang sedang berlangsung. Dalam konteks
ini, penulis harus terjun langsung ke lokasi
untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan
(Putri et al., 2022). Objek penelitian ini adalah
PT JKL, yang difokuskan pada proses dan
dokumen yang digunakan perusahaan dalam
merespons SP2DK yang diterima. Metode pe-
ngumpulan data yang digunakan dalam pro-
ses penyelesaian ini diperoleh dari data pri-
mer melalui wawancara dengan pihak yang
menangani perpajakan PT JKL dan observasi
secara langsung. Selain itu juga digunakan
data sekunder. Teknik analisis data meliputi
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proses pengumpulan data sekunder seperti
lembar kerja pelaporan keuangan dan doku-
men relevan lainnya yang didapatkan mela-
lui observasi secara langsung dan hasil wa-
wancara terkait SP2DK yang telah diterima.
Penelitian ini dirancang untuk mengatasi ma-
salah yang menjadi objek penelitian, yaitu
respon PT JKL terhadap SP2DK terkait hal
yang diteliti, yaitu adanya perbedaan data se-
perti selisih perhitungan PPh terutang, selisih
total pembelian antara Surat Pemberitahuan
Tahunan Badan dan Surat Pemberitahuan
Masa PPN, serta selisih nilai sehubungan de-
ngan jasa antara SPT Tahunan PPh Badan
dan SPT Masa PPh Pasal 23/26.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Selisih Perhitungan PPh Terutang

Dalam poin a SP2DK yang diterima PT
JKL, menunjukkan bahwa terdapat potensi
kesalahan hitung Fasilitas 31E. Menurut Pa-
sal 31E (1) UU Pajak Penghasilan menyebut-
kan, Wajib Pajak badan dalam negeri dengan
omzet hingga Rp50.000.000.000,- berhak
mendapatkan pemangkasan pajak senilai 50
persen dari besaran pajak yang ditetapkan
dalam UU HPP Pasal 17 ayat (1) b. Pada
Awalnya PT JKL melaporkan bahwa PPh
terutang mereka adalah sebesar Rp395.783.
Namun, setelah dilakukan pengecekan oleh
Account Representative (AR), ditemukan
bahwa PPh terutang PT JKL yang seharusnya
adalah sebesar Rp823.699.

Tabel 1. Perhitungan SPT Tahunan PPh Normal

Laba/(Rugi) Fiskal 667.089.750 667.089.000
PPh Terutang: 4.800.000.000
X 667.089.000 = 242.679.969
13.194.443.758
667.089.00 - 242.679.969 = 424.409.031
11% 242.679.969 = 26.694.797
22% 424.409.031 = 93.369.987
120.064.783
Kredit Pajak:
PPh Pasal 22 119.669.000
Total kredit pajak 119.669.000
PPh yang harus dibayar sendiri 395.783
Kurang (Lebih) Bayar 395.783
SPT TAHUNAN PPH
NORMAL 395.783

Sumber: Data Internal PT JKL (2020)
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Tabel 2. Perhitungan SPT Tahunan PPh Pembetulan

Laba/(Rugi) Fiskal 667.089.750 667.089.000
PPh Terutang: 4.800.000.000
X  667.089.000 = 238.789.828
13.409.395.299
667.089.00 - 238.789.828 = 428.299.172
11% x  238.789.828 = 26.266.881
22% x  428.299.172 = 94225818
120.492.699
Kredit Pajak:
PPh Pasal 22 119.669.000
Total kredit pajak 119.669.000
PPh yang harus dibayar sendiri 823.699
Kurang (Lebih) Bayar 823.699
SPT TAHUNAN PPH NORMAL 395.783
Kurang (Lebih) Bayar — SPT TAHUNAN PPH PEMBETULAN 1 427.916

Sumber: Data Internal PT JKL (2020)

Selisih Total Pembelian pada SPT Tahunan
PPh Badan dengan Total Perolehan pada
SPT Masa

Poin b SP2DK menunjukkan bahwa
terdapat selisih total pembelian antara SPT
Tahunan dengan SPT Masa PPN. Pada SPT
Tahunan, jumlah pembelian tercatat sebe-
sar Rp 9.915.713.579, sedangkan pada SPT
Masa PPN jumlahnya hanya sebesar Rp
8.682.530.105. hal ini menyebabkan selisih se-
besar Rp1.313.183.474. Untuk menjawab jum-
lah selisih pada kedua SPT tersebut, maka PT
JKL harus melakukan Ekualisasi Pembelian.
Menurut Maulana (2020) Ekualisasi Pajak
merupakan proses membandingkan data
penghasilan yang menjadi pedoman pem-
buatan SPT Tahunan dan SPT Masa PPN.

Setelah dilakukan ekualisasi, sumber
perbedaan kedua SPT tersebut berasal dari
pencatatan pembelian terhadap Supplier
non-PKP yang termuat dalam SPT Tahunan.
Supplier non-PKP merupakan entitas atau

individu yang tidak terdaftar dalam kategori
PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan barang atau
jasa yang dijualnya tidak dikenai PPN.

Total pembelian yang berasal supplier
non-PKP adalah sebesar Rp1.439.780.520. Da-
ri total pembelian supplier non-PKP terdapat
selisih kurs sebesar Rp84.562.362,75 dan pem-
belian yang tidak termasuk dalam persediaan
sebesar Rp42.034.658 yang harus dikurang-
kan karena tidak termasuk dalam perhitung-
an pada SPT Tahunan. Hal ini dikarenakan
pembelian dilaporkan berdasarkan kurs saat
terjadi transaksi, dan adanya selisih kurs di-
jadikan sebagai pengurang. Pembelian yang
tidak termasuk dalam persediaan juga tidak
menjadi objek PPh, karena pembelian terse-
but ditujukan untuk keperluan operasional
perusahaan, bukan untuk dijual kembali.
Sehingga total selisih yang ada pada SPT Ta-
hunan Badan dengan SPT Masa PPN setelah
ekualisasi dilakukan dapat diidentifikasi de-
ngan penjelasan yang sesuai.
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Tabel 3. Perhitungan Ekualisasi Pembelian

Pembelian WP Badan vs PPN

MENURUT SPT TAHUNAN PPH BADAN
MENURUT SPT MASA PPN

SELISIH

Supplier non-PKP

Selisih Kurs

Pembelian yang bukan termasuk persediaan

9.995.713.579,00
8.682.530.105,00
1.313.183.474,00

1.439.780.520,00
(84.562.362,75)
(42.034.658,00)

SELISIH

1.313.183.499,25
25,25

Sumber: Data Internal PT JKL (2020)

Tabel. 4. Perhitungan Selisih Biaya Jasa SPT Tahunan dengan SPT Masa

Biaya Jasa Badan vs PPh Pasal 23, 26, dan 4 ayat (2)

MENURUT SPT MASA PPH 23 136.309.830,00
MENURUT SPT TAHUNAN PPH BADAN 227.486.059,00
SELISIH (91.176.229,00)
Biaya objek PPh pasal 21 (134.322.795,00)
Biaya yg dilapor diSPTPPhbIn i 36 00,00) (139.322.795,00)
Mei'20
Biaya yang di Posting di Akun:
Biaya Perbaikan Aktiva 2.448.365,00
Biaya Pengiriman/Ekspedisi 1.939.474,00
Biaya Impor(Komponen HPP)  15.406.000,00
Biaya Entertain 24.000.000,00
Biaya diBayar diMuka 4.352.727,00
48.146.566,00

(91.176.229,00)

SELISIH -

Sumber: Data Internal PT JKL (2020)

Selisih Nilai Sehubungan dengan Jasa pada
SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa
PPh Pasal 23/26

Pada poin ¢ SP2DK terdapat selisih se-
besar Rp116.785.724 atas nilai biaya-biaya ya-
ng terkait dengan jasa pada SPT Tahunan Pa-
jak Badan dengan total Dasar Pengenaan Pa-
jak/Objek pajak terkait jasa yang dicantum-
kan pada SPT Masa PPh Pasal 23/26. Setelah
dilakukan revisi hitung, total selisih yang se-
harusnya adalah sebesar Rp91.176.229.

Tabel 4 menjelaskan bahwa selisih ter-
sebut disebabkan oleh adanya biaya objek pa-
jak PPh Pasal 21 sebesar Rp134.322.795 dalam
SPT Tahunan PPh Badan, serta pelaporan bi-
aya senilai Rp5.000.000,00 di SPT PPh 23 pada
bulan Mei 2020 yang dipotong bukan pada
bulan saat jasa diselesaikan. Dalam hal ini,
PPh Pasal 21 bukan menjadi objek yang harus
dilaporkan pada SPT Masa PPh 23. Selain itu,
dalam SPT Tahunan Badan terdapat kompo-
nen biaya terkait jasa yang harus dimasukkan



pada lampiran II formulir 1771, yaitu: biaya
perbaikan aktiva sebesar Rp2.448.365, biaya
pengiriman sebesar Rp1.939.474, biaya impor
yang menjadi komponen HPP sebesar
Rp15.406.000, biaya hiburan sebesar Rp
24.000.000, dan biaya dibayar dimuka yang
menjadi komponen aktiva sebesar Rp
4.352.727. Dengan demikian, selisih pada
kedua SPT telah dijelaskan dan diidentifikasi
sesuai dengan nominal yang semestinya.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
diperoleh, Jika pendapatan tidak dicatat atau
biaya yang seharusnya mengurangi penda-
patan tidak diperhitungkan, dasar penghi-
tungan PPh akan lebih rendah dari seharus-
nya. Akibatnya, jumlah PPh yang dilaporkan
dan dibayar juga akan lebih rendah. Penda-
patan jasa giro seharusnya dicatat sebagai ba-
gian dari pendapatan operasional atau pen-
dapatan lainnya dalam laporan keuangan,
karena mencerminkan keuntungan finansial
yang diperoleh perusahaan dari aktivitas per-
bankan.

Pendapatan/Biaya Lain-lain ini men-
cakup pendapatan atau biaya yang tidak ma-
suk kategori utama dalam aktivitas bisnis pe-
rusahaan, seperti pendapatan dari penjualan
aset non-operasional atau biaya yang timbul
dari transaksi yang jarang terjadi. PT JKL ti-
dak mencatat pendapatan atau biaya lain-lain
sebesar Rp2.299.374. Meskipun jumlahnya re-
latif kecil, pencatatan yang tepat tetap pen-
ting untuk memberikan gambaran yang aku-
rat tentang posisi keuangan perusahaan. Seli-
sih kurs terjadi akibat fluktuasi nilai tukar
mata uang asing yang mempengaruhi tran-
saksi keuangan yang dilakukan dalam mata
uang non-domestik. Selisih kurs dapat mem-
berikan dampak signifikan terhadap laba ber-
sih perusahaan, terutama jika perusahaan
memiliki banyak transaksi dalam mata uang
asing.

Pendapatan Bunga dari Pihak Ketiga
berasal dari bunga yang diterima perusahaan
atas pinjaman atau investasi yang diberikan
kepada pihak ketiga. PT JKL tidak mencatat
pendapatan bunga dari pihak ketiga sebesar
Rp166.875.000. Pendapatan bunga ini seha-
rusnya dicatat sebagai bagian dari pendapat-
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an lainnya, karena mencerminkan hasil in-
vestasi perusahaan yang berkontribusi pada
total pendapatan. Penelitian-penelitian terda-
hulu telah menunjukkan bahwa kesalahan
perhitungan pajak sering terjadi karena ber-
bagai faktor, termasuk kurangnya pemaham-
an mengenai peraturan pajak, kelalaian, atau
kesalahan administratif (Hasanah & Susandi,
2023). Namun, penelitian ini memperlihatkan
secara spesifik kelalaian dalam memasukkan
komponen pendapatan dan biaya tertentu
dapat berdampak signifikan pada jumlah pa-
jak yang terutang.

Pada poin b Pembelian dari supplier
non-PKP tidak dimasukkan dalam SPT Masa
PPN Kkarena transaksi tersebut tidak melibat-
kan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam
SPT Masa PPN, hanya pembelian dari suppli-
er yang terdaftar sebagai PKP yang dima-
sukkan karena hanya mereka yang berhak
memungut dan melaporkan PPN, sehingga
pembelian dari supplier non-PKP tidak dima-
sukkan dalam perhitungan dan tidak dican-
tumkan pada SPT Masa PPN.

Sesuai dengan Transaksi pembelian da-
ri supplier non-PKP, yaitu supplier yang ti-
dak berstatus PKP, tidak akan dikenai PPN
Masukan. PPN Masukan dari transaksi pem-
belian kepada supplier non-PKP tidak dapat
dikreditkan dalam perhitungan PPN teru-
tang pada akhir periode pajak (Natong, 2022).
Dalam kasus ini, dari total pembelian dari
supplier non-PKP (Pengusaha Kena Pajak)
terdapat selisih kurs sebesar Rp84.562.362,75.
Ini berarti bahwa ketika transaksi dilakukan
dan kemudian dicatat atau dibayar, nilai
tukar mata uang asing yang digunakan
berbeda, menghasilkan selisih sebesar Rp
84.562.362,75. Pembelian dilaporkan berda-
sarkan kurs mata uang saat transaksi terjadi,
yang dapat berbeda kurs saat pelaporan atau
pembukuan.

Pembelian yang tidak termasuk dalam
persediaan adalah pembelian yang dilakukan
bukan untuk dijual kembali, melainkan un-
tuk keperluan operasional perusahaan. Pem-
belian dengan nilai sebesar Rp42.034.658 ti-
dak termasuk dalam persediaan karena digu-
nakan untuk keperluan operasional, seperti
pembelian alat tulis kantor, bahan bakar un-
tuk kendaraan operasional, dan lain-lain. Se-



cara ringkas, selisih kurs dan pembelian yang
tidak termasuk persediaan harus dikurang-
kan dari total pembelian yang dilaporkan da-
lam SPT Tahunan. Ini karena selisih kurs me-
rupakan pengurang yang diakibatkan oleh
perbedaan nilai tukar, dan pembelian untuk
operasional perusahaan tidak dianggap seba-
gai objek PPh.

Penelitian terdahulu telah menunjuk-
kan bahwa kesalahan dalam pencatatan pem-
belian dan penjualan sering terjadi karena
perbedaan perlakuan pajak terhadap transak-
si dengan supplier non-PKP dan PKP (Sari &
Budiasih, 2021). Namun, penelitian ini me-
nyoroti secara spesifik dampak dari pembe-
lian yang dilaporkan berdasarkan kurs saat
transaksi terjadi dan bagaimana selisih kurs
dapat mempengaruhi jumlah yang harus di-
laporkan dalam SPT Tahunan. Perbedaan
utama antara penelitian ini dengan penelitian
terdahulu adalah fokus pada analisis ekuali-
sasi pembelian dan identifikasi selisih kurs
serta pembelian non-persediaan.

Poin ¢ SP2DK menjelaskan bahwa
biaya objek pajak PPh Pasal 21 sebesar
Rp134.322.795 yang tercantum dalam SPT Ta-
hunan PPh Badan mencakup pengeluaran
perusahaan untuk pembayaran kepada kar-
yawan atau pihak lain yang dikenakan PPh
Pasal 21. Hal ini menunjukkan bahwa perusa-
haan memiliki pengeluaran yang mempenga-
ruhi pajak yang dilaporkan dalam SPT Ta-
hunan, tetapi mungkin tidak langsung tercer-
min dalam SPT Masa PPh Pasal 23, yang ber-
fokus pada pemotongan pajak dari pemba-
yaran jasa atau sewa kepada pihak ketiga
selain karyawan.

Pelaporan biaya sebesar Rp5.000.000,00
di SPT PPh 23 pada bulan Mei 2020 yang di-
potong bukan pada bulan saat jasa diselesai-
kan mengindikasikan bahwa terdapat tidak-
sesuaian antara waktu penyelesaian jasa dan
waktu pemotongan serta pelaporan pajak-
nya. PPh Pasal 23 umumnya dipotong pada
saat pembayaran dilakukan atau saat biaya
diakui, mana yang lebih dahulu. Jika jasa
diselesaikan pada bulan yang berbeda dari
bulan ketika pajak dipotong dan dilaporkan,
maka akan terjadi perbedaan dalam pelapor-
an antara SPT Masa dan SPT Tahunan.

Penelitian terdahulu telah menunjuk-
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kan bahwa ketidaksesuaian dalam pelaporan
pajak sering terjadi akibat kurangnya pema-
haman tentang peraturan perpajakan atau ke-
salahan administrasi, hal ini diungkapkan
dalam penelitian Vientiany et al., (2024). Na-
mun, penelitian ini secara spesifik mengiden-
tifikasi masalah dalam pelaporan biaya jasa
yang terkait dengan PPh Pasal 23 /26 dan PPh
Pasal 21. Penelitian ini menyoroti pentingnya
memastikan bahwa biaya-biaya tertentu dila-
porkan pada SPT yang tepat sesuai dengan
objek pajaknya.

KESIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terkait
pemecahan masalah atas SP2DK yang dite-
rima oleh PT JKL, maka penulis mendapat
kesimpulan bahwa, selisih perhitungan PPh
terutang dikarenakan terdapat potensi kesa-
lahan hitung Fasilitas 31E. Kesalahan tersebut
karena beberapa komponen pendapatan dan
Biaya lain-lain tidak dimasukkan kedalam
perhitungan peredaran bruto. Beberapa kom-
ponen yang terlewat antara lain pendapatan
Jasa giro, pendapatan/biaya lain-lain, selisih
kurs, dan pendapatan bunga pihak ke III.

Selisih total perolehan pada SPT Masa
PPN dengan total pembelian di SPT Tahunan
PPh Badan bisa diselesaikan melalui ekuali-
sasi pembelian. Hasil dari ekualisasi pembe-
lian menunjukkan bahwa sumber perbedaan
kedua SPT tersebut berasal dari pencatatan
pembelian terhadap Supplier non-PKP dalam
SPT Tahunan. Selisih Nilai Sehubungan de-
ngan Jasa pada SPT Masa PPh Pasal 23/26
dan SPT Tahunan PPh Badan yang disebab-
kan oleh biaya objek pajak PPh Pasal 21 pada
SPT Tahunan PPh Badan dan pelaporan bia-
ya di SPT PPh 23 bulan Mei 2020 yang dipo-
tong bukan pada saat jasa diselesaikan.

Saran

Beberapa saran yang diharapkan dapat
bermanfaat bagi penelitian selanjutnya ter-
kait SP2DK adalah, penelitian mendatang se-
baiknya mampu mengeksplorasi studi kasus
pada berbagai industri yang lebih luas untuk
memahami upaya yang dilakukan sektor-
sektor berbeda dalam menangani SP2DK,
mengidentifikasi praktik terbaik yang mung-



kin bervariasi antar sektor, serta tantangan
spesifik yang dihadapi oleh setiap industri.
Selain itu, penting juga untuk meneliti dam-
pak penggunaan teknologi informasi dan sis-
tem manajemen data dalam penyelesaian
SP2DK untuk mengukur tingkat efektivitas
teknologi dalam mempercepat proses dan
mengurangi kesalahan administratif.

Implikasi

Penelitian ini memperdalam pemaham-
an tentang pentingnya ekualisasi pajak dalam
pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa. Keti-
daksesuaian antara pendapatan dan biaya
yang dilaporkan menunjukkan perlunya pro-
sedur ekualisasi yang ketat untuk memasti-
kan pencatatan yang akurat. Penelitian ini
menyoroti dampak signifikan dari kelalaian
pencatatan pendapatan dan biaya terhadap
dasar penghitungan PPh, memperkaya litera-
tur tentang pentingnya akurasi dalam penca-
tatan transaksi keuangan. Selain itu, perbeda-
an perlakuan pajak terhadap transaksi deng-
an supplier PKP dan non-PKP yang diidenti-
fikasi dalam penelitian ini memberikan wa-
wasan yang lebih mendalam tentang penga-
ruh status supplier terhadap pelaporan pajak
dan kewajiban perpajakan perusahaan. As-
pek SP2DK yang diterima oleh PT JKL me-
nunjukkan adanya potensi kesalahan hitung
dalam fasilitas pajak dan mencerminkan per-
lunya pemahaman yang lebih baik tentang
peraturan perpajakan untuk menghindari ke-
salahan serupa di masa depan.

Secara praktis, temuan penelitian ini
menekankan pentingnya mencatat semua
komponen pendapatan dan biaya dengan te-
pat untuk menghindari kesalahan dalam pe-
laporan pajak. Ini mengharuskan perusahaan
untuk memperkuat sistem pengendalian in-
ternal dan rutin melakukan ekualisasi antara
laporan keuangan dan laporan pajak. Selain
itu, penelitian ini menunjukkan perlunya
pelatihan dan edukasi bagi staf akuntansi
tentang peraturan perpajakan, penggunaan
teknologi canggih seperti sistem ERP, audit
internal dan eksternal yang lebih ketat, serta
konsultasi dengan ahli pajak untuk memasti-
kan kepatuhan terhadap peraturan yang ber-
laku. Dengan demikian, penelitian ini tidak
hanya memberikan kontribusi teoritis yang
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signifikan dalam bidang perpajakan tetapi ju-
ga menawarkan panduan praktis bagi peru-
sahaan untuk meningkatkan kepatuhan pa-
jak dan mengurangi risiko kesalahan dalam
pelaporan pajak. Aspek SP2DK yang diteri-
ma oleh PT JKL menggarisbawahi penting-
nya evaluasi berkala dan koreksi terhadap
laporan pajak untuk memastikan kepatuhan
yang berkelanjutan dan menghindari potensi
denda atau sanksi dari otoritas pajak.
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